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4.1. Arahan Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 Tentang RTRWP Bali 2009 – 2029.
4.1.1. Rencana Struktur Ruang.
Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Bali (Gambar 4.1), terdiri atas :
a. sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan; dan
b. sistem jaringan transportasi sebagai prasarana wilayah.

A. Rencana Sistem Perkotaan Yang Berkaitan Dengan Kawasan Perdesaan. 
Rencana sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan, terdiri atas : 
1. Sistem perkotaan berdasarkan fungsi terdiri dari :
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kawasan Perkotaan Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan (Sarbagita) yang terdiri dari Kawasan Perkotaan Denpasar sebagai Kota Inti (sebagai Ibukota Provinsi Bali) beserta kota-kota disekitarnya yaitu kawasan perkotaan Badung, Gianyar dan Tabanan (sebagai Ibukota Kabupaten), dan kawasan perkotaan kecil diantaranya yang membentuk sistem metropolitan, 
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan Singaraja, kawasan perkotaan Semarapura, dan kawasan perkotaan Negara 
c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan Bangli, kawasan perkotaan Amlapura dan kawasan perkotaan Seririt 
d. Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) terdiri dari kawasan-kawasan perkotaan Kawasan perkotaan Gilimanuk, Melaya, Mendoyo, Pekutatan, Lalanglinggah, Bajera, Megati, Kerambitan, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, Petang, Nusa Dua, Tampaksiring, Tegalalang, Payangan, Sampalan, Banjarangkan, Dawan, Susut, Tembuku, Kintamani, Rendang, Sidemen, Manggis, Padangbai, Abang, Bebandem, Selat, Kubu, Tianyar, Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Pancasari-Candikuning, Sawan, Kubutambahan, Tejakula, Celukan Bawang, Pengambengan

2. Sistem perwilayahan pelayanan perkotaan untuk melayani wilayah sekitarnya (kawasan perdesaan) terdiri dari :
a. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Utara dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Singaraja yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan-kawasan Perkotaan Seririt sebagai PKL dan Kawasan-kawasan Perkotaan Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Pancasari, Sawan, Kubutambahan, Tejakula dan  Kintamani yang berfungsi sebagai PPK;
b. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Timur dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Semarapura yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan Perkotaan Amlapura dan Kawasan Perkotaan Bangli yang berfungsi sebagai PKL serta Kawasan-kawasan Perkotaan Kubu, Selat, Sidemen, Bebandem, Rendang, Manggis, Dawan, Tembuku, Banjarangkan, Abang, Susut, Sampalan, yang berfungsi sebagai PPK;
c. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Metropolitan Sarbagita yang berfungsi sebagai PKN yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat pelayanan inti didukung Kawasan Perkotaan Mengwi, Gianyar, Tabanan dan Jimbaran sebagai pusat pelayanan sub sistem metropolitan dan Kawasan Perkotaan Mengwi, Kerobokan, Abiansemal, Blahkiuh, Kediri, Sukawati, Blahbatuh, dan Ubud sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Sarbagita, serta Kawasan Perkotaan  di luar Kawasan Metropolitan Sarbagita terdiri atas Kawasan Perkotaan Lalanglinggah, Bajera, Megati, Kerambitan, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, Petang, Tampaksiring, Tegalalang, Payangan, yang berfungsi sebagai PPK; dan
Gambar 4.1 Rencana Struktur Ruang Provinsi Bali 
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Sumber :  Lampiran II, Perda Provinsi Bali No.16/2009 ttg RTRWP Bali
































d. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Barat dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Negara yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan Perkotaan Mendoyo, Melaya, Gilimanuk dan Pekutatan yang berfungsi sebagai PPK.

B. Rencana Sistem Prasarana Wilayah.
B1. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi.
Untuk mendukung fungsi sistem perkotaan, maka pengembangan sistem jaringan transportasi sebagai komponen struktur ruang di Provinsi Bali diarahkan sebagai berikut.
1. Pengembangan jaringan transportasi darat diarahkan pada pemeliharaan, peningkatan, pembangunan baru dan studi jalan alternatif, meliputi antara lain :
a. Rencana pengembangan jalan nasional bebas hambatan antar kota, mencakup:
1) Kuta–Tanah Lot–Soka;
2) Canggu–Beringkit–Batuan–Purnama;
3) Tohpati–Kusumba–Padangbai;
4) Pekutatan–Soka;
5) Negara–Pekutatan;
6) Gilimanuk–Negara; dan
7) Mengwitani–Singaraja.
b. Rencana pengembangan jalan nasional bebas hambatan dalam kota, mencakup:
1) Serangan–Tanjung Benoa;
2) Serangan–Tohpati;
3) Kuta–Bandar Udara Ngurah Rai; dan
4) Kuta–Denpasar–Tohpati.
c. Pemeiharaan jalan nasional fungsi arteri primer, mencakup:
1) Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Soka–Antosari–Tabanan– Mengwitani; 
2) Mengwitani–Denpasar–Tohpati–Dawan–Kusamba–Angantelu–Padangbai;
3) Tohpati–Sanur–Pesanggaran–Pelabuhan Benoa; dan
4) Pesanggaran–Tugu Ngurah Rai–Bandara Ngurah Rai.
d.  Pemeliharaan jalan nasional fungsi kolektor primer, mencakup : 
1) Denpasar–Tohpati–Sakah–Blahbatuh–Semebaung–Gianyar–Sidan–Klungkung–Gunaksa;
2) Cekik–Seririt–Singaraja–Kubutambahan–Amed–Amlapura– Angantelu; 
3) Mengwitani–Singaraja; dan
4) Soka–Seririt.
e. Pemeliharaan dan pengembangan jalan provinsi fungsi kolektor primer terdiri atas sebaran ruas jalan yang menghubungkan antar PKW, antar PKW dengan PKL, antar PKL dengan PKL di seluruh wilayah kabupaten/kota.
f. Pelabuhan penyeberangan adalah :
1) pemantapan Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai 
2) rencana pengembangan Pelabuhan Amed.
3) pelabuhan Mentigi di Nusa Penida dan Pelabuhan Gunaksa, sebagai pelabuhan penyeberangan dalam provinsi.
g. Pengembangan angkutan umum dan terminal, mencakup:
1) pengembangan secara bertahap sistem terpadu angkutan umum massal antar kota dan Kawasan Metropolitan Sarbagita;
2) Pengembangan Terminal Type A Mengwi di Kabupaten Badung dan Terminal Type A Banyuasri di Kabupaten Buleleng dan Terminal tipe B menyebar di tiap kabupaten/kota dan pusat-pusat kegiatan 
3) terminal khusus pariwisata dalam bentuk sentral parkir di pusat-pusat kawasan pariwisata yang telah berkembang.
h. Pengembangan sistem jaringan transportasi darat lainnya, mencakup:
1) pengembangan terminal barang dan jaringan lintas angkutan barang
2) pengembangan jaringan perkeretaapian di Kawasan Metropolitan Sarbagita
2. Jaringan pelabuhan laut diarahkan pada penataan fungsi dan pengembangan  pelabuhan yang meliputi:
a. Pelabuhan Benoa, sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, garmen, seni, sembilan bahan pokok dan ekspor ikan;
b. Pelabuhan Celukan Bawang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang dan barang; 
c. Pelabuhan Tanah Ampo sebagai pelabuhan Pariwisata
d. Pelabuhan Labuhan Amuk berfungsi sebagai pelabuhan khusus Depo Minyak;
e. Pelabuhan Pengambengan dan Kedonganan berfungsi sebagai pelabuhan khusus perikanan;
f. Pelabuhan Sangsit, Pegametan, Kusamba, Buyuk dan Sanur, untuk  pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang.
g. Pelabuhan Labuhan Lalang, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang 
3. Pengembangan sistem transportasi udara terdiri atas Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung dan Bandara Domsetik Letkol. Wisnu di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, serta alternatif pengembangan bandar udara baru di Kabupaten Buleleng.

B2. Rencana Pengembangan Sistem Energi.
Rencana pengembangan sistem jaringan energi meliputi:
1. pembangkit tenaga listrik yang sudah beroperasi terdiri atas : interkoneksi tenaga listrik Jawa-Bali, PLTD dan PLTG Pesanggaran, PLTG Gilimanuk, PLTG Pemaron, interkoneksi PLTD Kutampi dengan PLTD Jungut Batu;
2. pengembangan pembangkit tenaga listrik baru terdiri atas: PLTU Bali Timur, PLTU Celukan Bawang, PLTU Nusa Penida; 
3. pengembangan pembangkit tenaga listrik (PLT) alternatif dari sumber energi terbarukan seperti : PLT Mikro Hidro, PLT Biomasa, PLT Bayu, PLT Surya dan lainnya.
4. Jaringan transmisi tenaga listrik mencakup : SUTET, SUTT, dan kabel bawah laut
5. Sistem jaringan pipa minyak lepas pantai dan rencana pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali.

B3. Rencana Pengembangan Sistem Telekomunikasi terdiri atas jaringan terestrial  meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan jaringan satelit.

B4. Rencana Pengembangan Sistem SDA.
1. Pemeliharaan, pemantapan dan perluasan jaringan irigasi 
2. Pengembangan sistem penyedian air minum (SPAM), melalui : peningkatan dan pemerataan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, Pengembangan SPAM terpadu lintas wilayah di Kawasan Metropolitan Sarbagita dan Pengembangan SPAM pada kawasan yang relatif mengalami kesulitan air baku. 
3. Prasarana pengendalian daya rusak air melalui pemantapan sistem drainase dan pengendalian banjir, sistem penanganan erosi dan longsor dan sistem pengamanan abrasi pantai. 

B5. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan.
Sebaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah adalah : TPA Regional Sarbagita di Kota Denpasar, TPA Regional Bangli di Kabupaten Bangli, TPA Bengkala di Kabupaten Buleleng, TPA Jembrana di Kabupaten Jembrana, TPA Temesi di Kabupaten Gianyar, TPA Sente di Kabupaten Klungkung; dan TPA Linggasana di Kabupaten Karangasem. 
Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah, dilakukan dengan sistem pembuangan air limbah setempat, sistem perpipaan terpusat pada kawasan perkotaan yang padat kegiatan dan dan kawasan-kawasan pariwisata; dan sistem pembuangan terpusat skala kecil pada kawasan permukiman padat perkotaan yang tidak terlayani sistem jaringan air limbah terpusat.

4.1.2. Rencana Pola  Ruang.
Rencana pola ruang wilayah provinsi, terdiri dari pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang menggambarkan kebijakan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung dalam wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi ruang daratan serta ruang laut dalam batas 12 mil laut dari daratan terjauh di provinsi. 
Kawasan Lindung di Provinsi Bali terdiri dari :
b1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
· kawasan hutan lindung; dan 
· kawasan resapan air.

b2) Kawasan perlindungan setempat
· Kawasan suci (kawasan gunung, kawasan danau, kawasan campuhan, kawasan pantai dan kawasan laut)
· Kawasan tempat suci (radius kesucian kawasan pura Sad Kahyangan, radius kesucian kawasan pura Dang Kahyangan, radius kesucian kawasan Pura  Kahyangan Tiga dan radius kesucian kawasan pura pura lainnya)
· Kawasan sempadan pantai; 
· Kawasan sempadan sungai; 
· Kawasan sempadan jurang; 
· Kawasan sekitar danau/waduk; dan
· Ruang terbuka hijau kota.

b3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
· Kawasan suaka alam 
· kawasan pantai berhutan bakau;
· kawasan taman nasional dan taman nasional laut;
· kawasan taman hutan raya;
· kawasan taman wisata alam 
· kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan 
· kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.  

b4) Kawasan rawan bencana alam
· kawasan rawan tanah longsor;
· kawasan rawan gelombang pasang; dan 
· kawasan rawan banjir

b5) Kawasan lindung geologi. 
· Kawasan cagar alam geologi
· Kawasan rawan bencana alam geologi (kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, Kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan abrasi, kawasan rawan bahaya gas beracun, dan kawasan rawan intrusi air laut).
· kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah (kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air)

b6) Kawasan lindung lainnya. 
· Kawasan perlindungan plasma nutfah;
· terumbu karang; dan 
· kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

Sesuai dengan komponen dan hirarki pola ruang, maka kawasan budidaya terdiri atas : 
1. kawasan peruntukan hutan produksi;
2. kawasan peruntukan pertanian;
3. kawasan peruntukan perikanan;
4. kawasan peruntukan industri;
5. kawasan peruntukan pariwisata;
6. kawasan peruntukan permukiman; dan/atau
7. kawasan peruntukan pertambangan;
8. kawasan peruntukan lainnya.

Rencana pola ruang wilayah provinsi, dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan sebaranya pada Tabel 4.1. dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1  Luas Kawasan Lindung Provinsi Bali Tahun 2029

	No
	Fungsi Kawasan Lindung 
	Luas (Ha)
	 (%)

	1.
	Kawasan Hutan Lindung
	95.766,06
	16,99

	2
	Kawasan Resapan Air
	25.824,00
	4,58

	3
	Kawasan Cagar Alam
	1.762,80
	0,31

	4.
	Taman Nasional Bali Barat  (TNBB)
	19.002,89
	3,37

	5.
	Taman Hutan Raya (Tahura)
	1.373,50
	0,24

	6.
	Taman Wisata Alam (TWA)
	4.154,40
	0,74

	7.
	Sempadan Pantai
	6.289,00
	1,12

	8.
	Sempadan Sungai
	4.058,00 
	0,72

	9.
	Sekitar Danau/waduk
	2.525,00
	0,45

	10.
	Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
	14,73
	0,00

	11
	Kawasan Rawan Bencana Gn. Berapi
	11.795,00
	2,09

	12
	Waduk 
	511,80
	0,09

	JUMLAH
	175.577,18
	31,15


Sumber :  Lampiran Perda Provinsi No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali  2009-2029




Gambar 4.2 Rencana Pola Ruang Provinsi Bali 
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  Sumber :  Lampiran X, Perda Provinsi Bali No.16/2009 ttg RTRWP Bali
















































Tabel 4.2  Arahan Pola Ruang Kawasan Budidaya 

	No
	Jenis Kawasan Budidaya
	Luas (ha)
	(%)
	Keterangan

	1.
	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
	8.626,00
	1,53
	Hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas

	2.
	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
	9.959,00
	1,77
	Pengembangan tanaman hutan pada kawasan budidaya dengan kemiringan >40% 

	3.
	Kawasan Peruntukan Pertanian
· Budidaya Tanaman Pangan 
· Budidaya Hortikultura
· Budidaya Perkebunan
· Budidaya Peternakan 

	298.214,00 


76.337,10
108.510,66
113.366,41
Tidak dapat dihitung
	52,91



13,54
19,25
20,11

	Bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian 

	4
	Kawasan Peruntukan Perikanan
	Tidak dapat dihitung
	
	Terdiri dari Budidaya di perairan umum, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan

	5.
	Kawasan Peruntukan Pariwisata 
- Kawasan efektif pariwisata
	
12.626,38
	
2,24
	Terdiri dari Kawasan Efektif Pariwisata pada Kawasan Pariwisata, KDTWK

	4.
	Kawasan Peruntukan Industri 
-   Kaw. Peruntukan Aneka Industri 
· Sentra-sentra industri kecil
	
2.387,00

Tidak dapat dihitung
	
0,42

	
Di Kaw. Celukan Bawang dan Pengambengan 
Tersebar di seluruh wilayah kabupaten/Kota pada  kawasan permukiman

	5.
	Kawasan Permukiman
	53.192,97
	9,44
	Terdiri dari Permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan

	6.
	Kawasan Pertambangan 
	3.082,94
	0,55
	Pertambangan Galian C terpusat di Kabupaten Karangasem

	7.
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
	Tidak dapat dihitung
	Tidak dapat dihitung
	Daerah Latihan Militer Pulaki di Kabupaten Buleleng serta Markas dan gudang amunisi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota


Sumber :  Lampiran Perda Provinsi No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali  2009-2029

4.1.3. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi
Penetapan kawasan strategis provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.3  dan Gambar 4.3. 
Tabel 4.3 	Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Bali 

	No.
	Klasifikasi Kawasan Strategis
	Sebaran Lokasi

	1.
	Kawasan Strategis berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan/hankam.

	1. Daerah Latihan Militer Pulaki

	
	
	

	2.
	Kawasan Strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi.
	1. Pelabuhan : Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padangbai, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Celukan Bawang,      Pelabuhan Gunaksa, Pelabuhan Amed, Pelabuhan Sangsit, Pelabuhan Pegametan, Pelabuhan Pariwisata Tanah Ampo, Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambengan, Pelabuhan Depo Minyak Labuhan Amuk.
2. Bandar Udara : Bandar Udara Ngurah Rai, Lanud Kol. Wisnu.
3. Kawasan Pariwisata  Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban, Kuta, Sanur, Ubud, Lebih Soka, Perancak, Candikusuma, Batuampar, Kalibukbuk, Nusa Penida, Candidasa, Ujung, Tulamben. Air Sanih.
4. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK)  Kintamani, Bedugul-Pancasari, Tanah Lot,  Palasari, Gilimanuk.
5. Kawasan Industri: Kawasan Industri Celukan Bawang,  Kawasan Industri Pengambengan.
6. Kawasan Metropolitan Sarbagita dan Civic Center Renon.
7. Kawasan sepanjang jalan Arteri Primer/Nasional.
8. Terminal Penumpang Type A Mengwi.
 (
1
)

	3.
	Kawasan Strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya.
	1. Kawasan Radius Kesucian Pura Sad Kahyangan dan Dewata Nawa Sanga berdasarkan Konsepsi Rwa Bhineda, Tri Guna, Catur Lokapala, Sad Winayaka/Padma Bhuana meliputi : Pura Lempuyang Luhur (Puncak Gunung Lempuyang Kabupaten Karangasem), Pura Andakasa (Puncak Gunung Andakasa Kabupaten Karangasem), Pura Batukaru (Lereng Gunung Batukaru Kabupaten Tabanan), Pura Batur (Tepi Kawah Gunung Batur Kabupaten Bangli), Pura Goa Lawah (Kabupaten Klungkung), Pura Luhur Uluwatu (Bukit Pecatu Kabupaten Badung), Pura Pucak Mangu (Kabupaten Badung), Pura Agung Besakih (Lereng Gunung Agung Kabupaten Karangasem), Pura Pusering Jagat (Pejeng Kabupaten Gianyar), dan Pura Kentel Gumi di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
2. Kawasan Warisan Budaya meliputi : Kawasan Jatiluwih,  Kawasan Taman Ayun  dan Kawasan DAS Tukad Pekerisan


	4.
	Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

	1. Kebun Raya Eka Karya Bedugul. 
2. Rencana eksplorasi minyak bumi lepas pantai di Barat Laut Pulau Bali.


	5.
	Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
	1. Taman Nasional Bali Barat, Teluk Benoa, Taman Wisata Alam (TWA) Bawah Laut di Nusa Lembongan dan Pulau Menjangan, Cagar Alam/Hutan Lindung Batukaru.
2. Seluruh Kawasan Hutan, Gunung dan Perbukitan
3. DAS untuk sungai potensial lintas Kabupaten/Kota.
4. Danau Alam di Provinsi Bali.
5. Potensi Cekungan Air Bawah Tanah (berdasarkan hidrogeologi/jenis-jenis batuan).
6. Kawasan rawan bencana gunung berapi (Gunung Agung dan Gunung Batur).



Sumber: Lampiran Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009  tentang RTRWP Bali 2010 - 2030
Gambar 4.3	Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Bali 
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   Sumber :  Lampiran XIX, Perda Provinsi Bali No.16/2009 ttg RTRWP Bali



























4.2. Arahan Draft Ranperda RTRW Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2030.
4.2.1. Strategi/Skenario Pengembangan Wilayah.
Dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Badung pendekatan penataan ruang yang dipergunakan merupakan kombinasi dari pendekatan geografis (fisik kawasan), fungsional dan administratif. Berdasarkan kombinasi tersebut maka pembagian Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
1. Wilayah Pengembangan (WP) Badung Utara meliputi seluruh Kecamatan Petang dengan pusat pengembangan di Desa Petang. Fungsi utama WP Badung Utara adalah konservasi dan pertanian yang mendukung fungsi konservasi;
2. Wilayah Pengembangan (WP) Badung Tengah meliputi Kecamatan Abiansemal, sebagian Kecamatan Mengwi (kecuali Desa Pererenan, Tumbakbayuh, Munggu dan Cemagi) dan sebagian Kuta Utara (meliputi Desa Dalung, Kerobokan Kaja dan Kerobokan), dengan pusat pengembangan di kawasan perkotaan Mengwi. Fungsi utama WP Badung Tengah adalah kegiatan pertanian dan pusat pelayanan umum skala kabupaten. 
3. Wilayah Pengembangan Badung Selatan meliputi sebagian Kecamatan Mengwi (meliputi Desa Pererenan, Tumbakbayuh, Munggu dan Cemagi), sebagian Kecamatan Kuta Utara  (meliputi Desa Tibubeneng, Canggu, dan Kerobokan Kelod), Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Pusat Pengembangan WP Badung Selatan adalah Kawasan Perkotaan Kuta, dengan fungsi utama adalah kegiatan pariwisata.

Adapun kebijakan pengembangan Kabupaten Badung, berdasarkan sistem perwilayahan diatas adalah sebagai berikut :   
1. Kebijakan Pengembangan Badung Utara.
Kebijakan pengembangan Badung Utara, adalah sebagai berikut : 
a. Mempertahankan Badung Utara sebagai kawasan resapan air (fungsi konservasi);
b. Mengembangkan pertanian dengan sistem wanatani (campuran tanaman semusim dan tahunan) sebagai kegiatan budidaya utama; 
c. Menetapkan Badung Utara sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);
d. Mengembangkan agrowisata dan agroindustri yang menunjang kegiatan pertanian;
e. Memperkenankan membangun fasilitas pendukung dan akomodasi pada kawasan agrowisata seluas-luasnya 2,5 % dari total pengelolaan lahan agrowisata.
Tabel 4.4	Rencana Sistem Pusat-pusat Pelayanan Kabupaten Badung
	Sistem Pelayanan
	Pusat Pelayanan
	Kawasan Perkotaan
(Desa/Kelurahan)
	Peran
	Fungsi

	Badung Utara
	Petang
	1. Petang
	IKK
	· Pusat kegiatan perdagangan skala kecamatan
· Pusat pemerintahan skala kecamatan
· Pusat kesehatan skala kecamatan
· Pusat pendidikan skala kecamatan
· Pusat pengembangan kegiatan pertanian

	Badung Tengah
	Mengwi
 
 
 
 
	1. Sempidi
2. Lukluk
3. Mengwitani
4. Mengwi
5. Kapal
6. Abianbase
7. Gulingan
8. Dalung
9. Sading
	PKW



	· Pusat kegiatan transportasi regional
· Pusat pemerintahan kabupaten
· Pusat kesehatan skala kabupaten
· Pusat pendidikan skala kabupaten
· Pusat pengembangan permukiman
· Pusat kegiatan industri kecil dan rumah tangga


	
	Blahkiuh
	1. Blahkiuh
	PKL
	· Pusat kegiatan perdagangan hasil-hasil pertanian skala kabupaten
· Pusat pengembangan kegiatan pertanian
Pusat kegiatan transportasi untuk skala kabupaten

	
	Kerobokan
	1. Kerobokan Klod 
2. Kerobokan
3. Kerobokan Kaja
	IKK

	· Pusat pengembangan kegiatan permukiman
· Pusat pemerintahan skala kecamatan
· Pusat kesehatan skala kecamatan
· Pusat pendidikan skala kecamatan
Pusat kegiatan industri pendukung pariwisata

	
	 
	1. 
	
	

	
	 
	2. 
	
	

	Badung Selatan





	Kuta 
 
 
 
	3. Tuban
4. Kuta
5. Legian
6. Seminyak
	PKN


	· Pusat kegiatan transportasi udara skala nasional dan internasional
· Pusat kegiatan pariwisata sampai dengan tingkat nasional
· Pusat perekonomian, jasa dan perdagangan pendukung pariwisata
· Pusat pendidikan skala kabupaten

	
	Jimbaran
	1. Jimbaran
2. Kedonganan
	IKK
	· Pusat pemerintahan skala kecamatan
· Pusat kesehatan skala kecamatan
· Pusat pendidikan skala regional
Pusat pengembangan permukiman

	
	
	1. 
	
	

	
	Benoa
	2. Benoa
3. Tanjung Benoa
	PKL
	· Pusat kegiatan pariwisata skala nasional
· Pusat pelayanan pendukung pariwisata
Pusat kegiatan perikanan skala kabupaten

	
	
	1. 
	
	


Sumber : RTRW Kabupaten Badung Tahun 2010-2030
2. Kebijakan Pengembangan Badung Tengah.
Kebijakan pengembangan Badung Tengah, adalah sebagai berikut :
a. Mempertahankan wilayah Badung Tengah sebagai kawasan pertanian dalam arti luas ;
b. Mengembangkan kawasan perkotaan Mengwi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Blahkiuh sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
c. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum skala kabupaten di Kawasan Perkotaan Mengwi;
d. Mencegah alih fungsi lahan sawah dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani ;

3. Kebijakan Pengembangan Badung Selatan.
Kebijakan pengembangan Badung Selatan, adalah sebagai berikut :
· Mengembangkan dan memantapkan wilayah Badung Selatan sebagai kawasan pariwisata; 
· Mengembangkan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu dan berkelanjutan;
· Memantapkan  kawasan perkotaan Kuta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan mengembangkan kawasan perkotaan Benoa sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).  

4.2.2. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung.
A. Strategi Sistem Perwilayahan.
Strategi sistem perwilayahan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan sistem perwilayahan yang dilaksanakan dengan memadukan pendekatan geografis, fungsional dan administratif. 
2. Mengembangkan rencana pengelolaan ruang yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah pada masing-masing wilayah pengembangan. 

B. Strategi Pengembangan Struktur Tata Ruang.
Strategi yang ditempuh untuk dapat mewujudkan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Badung adalah:
1. Mengembangkan sistem perkotaan yang diarahkan pada terbentuknya 4 (empat) sistem kota yang mantap dengan pusat Kuta, Mengwi, Blahkiuh dan Benoa;
2. Meningkatkan jalur transportasi darat yang mampu melayani pergerakan eksternal maupun internal serta jalur yang memiliki prospek cerah dalam pengembangan kegiatan potensial dan unggulan seperti pariwisata;
3. Mengembangkan jaringan utama transportasi darat dengan memanfaatkan fungsi jalan arteri primer Gilimanuk – Soka – Beringkit – Denpasar dan kolektor primer Denpasar – Tanah Lot disepanjang jalur pantai selatan dapat menunjang pengembangan kawasan perkotaan yang dilaluinya;
4. Menata kawasan sekitar bandara udara Ngurah Rai yang merupakan salah satu simpul pembangkit pergerakan di Kabupaten Badung.

4.2.3. Strategi Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan Kawasan Tertentu.
A. Strategi Pengembangan Sistem Perkotaan.
Strategi pengembangan sistem perkotaan, adalah sebagai berikut :
1. Mempertegas dan menetapkan pusat-pusat permukiman yang memenuhi kriteria sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan memperhatikan fungsi utamanya;
2. Memantapkan sistem kota secara keseluruhan melalui pengembangan kota-kota dengan orde yang lebih rendah di sekitarnya;
3. Mengembangkan dan meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat dari wilayah belakangnya, peran kota-kota kecil dalam sistem perkotaan di Kabupaten Badung secara umum akan ditingkatkan terutama ibu kota-ibu kota kecamatan yang belum berkembang;
4. Meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara spasial dengan meningkatkan aksesbilitasnya terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan.

B. Strategi Pengembangan Sistem Perdesaan.
Strategi pengembangan sistem perdesaan, adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perdesaan dengan konsep karang bengang yang secara tradisional letaknya pada perbatasan antar desa;
2. Mengembangkan kegiatan yang berorientasi pertanian;
3. Peningkatan status desa menjadi kota dan pengembangan DPP dengan memperhatikan karakter desa-desa sekitar yang cenderung menyatu dengan desa sekitarnya.

C. Strategi Pengembangan Kawasan-kawasan Tertentu.
Strategi pengembangan kawasan-kawasan Tertentu, adalah sebagai berikut:
1. Menangani permasalahan tata ruang pada kawasan-kawasan yang memiliki lahan kritis lingkungan dan kurang berkembang untuk mengembalikan fungsinya serta memacu perkembangan wilayahnya;
2. Mengantisipasi kecenderungan kawasan-kawasan cepat berkembang yang memerlukan dukungan penataan ruang dalam mengalokasikan kegiatan serta fasilitas pendukungnya.

4.2.4. Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya.
A. Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung.
Strategi pengembangan kawasan lindung, adalah sebagai berikut :
1. Pemanfaatan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing, antara lain kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat meliputi: di sepanjang pantai, sepanjang kiri-kanan sungai, di sekitar mata air, pada radius kawasan suci, dan tempat suci serta kawasan di sekitar jurang. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan pelestarian alam taman hutan raya, serta kawasan rawan bencana.
2. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dengan kriteria kawasan lindung. Dalam hal ini pengembangan wilayah Badung utara (utamanya pada kawasan konservasi) yang merupakan daerah tangkapan air, pengembangannya harus benar-benar dibatasi secara ketat. Pengembangan di wilayah utara Kabupaten Badung tersebut masih harus berorientasi pada pengembangan pertanian dalam arti luas.
3. Dalam mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertahankan kebutuhan pembangunan, maka kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang ditetapkan pada prinsipnya dapat dilanjutkan sejauh tidak mengganggu kepentingan fungsi lindungnya. Jika kegiatan itu dianggap dapat mengganggu fungsi lindung, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap pengembangan atau dihentikan sama sekali.
4. Penerapan konsep karang bengang yang juga berfungsi sebagai jalur hijau, terutama yang melalui jalur pariwisata tetap dipertahankan dengan tujuan menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
5. Penerapan mitigasi bencana untuk mendeliniasi kawasan rawan bencana dalam rangka menentukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut. 

B. Strategi Pengelolaan Kawasan Budidaya.
1. Pengembangan kawasan budidaya yang diarahkan untuk mengakomodasikan kegiatan produksi (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan), permukiman, kegiatan pertambangan (galian C), industri, pariwisata, serta hankam;
2. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya, agar tidak terjadi konflik antar kegiatan/sektor;
3. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah perlu diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan serta dukungan prasarana irigasi dan/atau proyek/usulan prasarana irigasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pembatasan secara ketat alih fungsi lahan basah; 
4. Mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah dalam rangka melestarikan budaya Bali yang identik dengan budaya agraris;
5. Pengembangan kawasan pertanian lahan kering diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sesuai dengan zonasi agroekologi; 
6. Pengembangan permukiman eksisting menghindari pola perkembangan linier (ribbon development), diarahkan mengikuti pola cluster;
7. Pengembangan kawasan permukiman baru diarahkan di semua kecamatan, khususnya di Badung bagian tengah dan selatan sesuai dengan peruntukan lahan, dengan batas ketinggian sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 15 m.





4.2.5. Strategi Pengembangan Sosial Budaya, Sumberdaya Manusia dan Ekonomi.
A. Strategi Pengembangan Sosial Budaya.
Strategi pengembangan sosial budaya, adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan sikap masyarakat pekraman dan awig-awig adat/pekraman agar selaras dengan arahan tata ruang sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat diimplemetasikan sesuai dengan ruang (desa), waktu (kala), dan  keadaan setempat (patra); 
2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah ada dan relevan menunjang keajegan Bali dan kesejahteraan penduduk lokal perlu lebih diberdayakan. Lembaga-lembaga sosial baru yang dibutuhkan dalam rangka keberlanjutan dan perkembangan sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia lokal, dan sumberdaya ekonomi perlu diberikan rangsangan dalam pengadaan dan operasionalnya.
3. Pengembangan Sarana-sarana Keagamaan, antara lain : 
a. Pura-Pura Kahyangan Jagat dan Pura-Pura khusus yang memiliki nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya yang unik perlu diamankan keberadaan dan lingkungannya melalui pembuatan rencana penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
b. Tempat-tempat pelaksanaan prosesi budaya/keagamaan seperti melasti, tawur kesanga, dan piodalan perlu tindakan-tindakan pengamanan dan penyediaan ruang yang memadai untuk pelaksanaan prosesi/upacara keagamaan;
4. Pengembangan struktur tata ruang yang menampilkan identitas budaya Bali.

B. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia.
Strategi pengembangan sumberdaya manusia, adalah sebagai berikut :
1. Pembatasan terhadap kepadatan penduduk maksimum, khususnya di Badung Selatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat; 
2. Peningkatan kualitas penduduk, menyangkut: pendidikan, ketrampilan, kesehatan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia; 
3. Peningkatan tingkat pendidikan penduduk diprioritaskan pada kecamatan-kecamatan yang tingkat pendidikan penduduknya tergolong rendah seperti Kecamatan Kuta Selatan dan Petang. Bersamaan dengan itu, tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 16 – 18 tahun perlu ditingkatkan. Selama 10 tahun ke depan, kebijakan peningkatan fasilitas pendidikan setingkat SLTA perbaikannya diprioritaskan dan simultan dengan kebijakan meringankan biaya sekolah;
4. Meningkatkan kesadaran penduduk mengenai lingkungan hidup dengan jalan memberikan motivasi dan pembinaan mengenai lingkungan hidup;
5. Mengatasi masalah pengembangan desa yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan. 

C. Strategi Pengembangan Sumberdaya Ekonomi.
Strategi pengembangan sumberdaya ekonomi ditujukan pada peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah selatan dengan utara Kabupaten Badung secara proporsional berdasarkan keunggulan komperatif dan kompetitif dalam batas-batas ketersediaan sumberdaya alam dan kelestraian lingkungan.
Strategi pengembangan sumberdaya ekonomi untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pembagian wilayah pembangunan bukan hanya berdasarkan pendekatan administratif seperti yang dilakukan pada periode sebelumnya, tetapi juga berdasarkan pendekatan fungsional sehingga prioritas pembangunan pada masing-masing wilayah bisa dipertegas.  
2. Wilayah selatan mempunyai keunggulan komperatif dan kompetitif, terkait dengan kepariwisataan dikembangkan sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung secara keseluruhan.    

Wilayah utara dan tengah yang mempunyai keunggulan komperatif terkait dengan pertanian dikembangkan sebagai pendorong pemerataan pembangunan. Pengembangan wilayah ini diarahkan sebagai penghasil produk-produk pertanian yang bersinergi dengan kebutuhan wilayah selatan dan dapat dikembangkan agrowisata yang dikemas sebagai produk komplementer kepariwisataan wilayah selatan.    
1. Peningkatan akses wilayah Badung Utara dari atau ke wilayah pusat pertumbuhan di Kabupaten lain diwujudkan melalui pembentukan simpul Badung Utara – Tabanan – Bangli.
2. Mendukung strategi-strategi spasial diatas, dengan perumusan strategi non spasial berupa kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kekuatan sektor pariwisata untuk mempercepat peningkatan produktivitas sektor pertanian baik yang bersifat teknis, kelembagaan dan sosial ekonomi.

4.3. Tinjauan Pola Dasar (POLDAS) Kabupaten Badung.
1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Badung.
a. Visi.
Visi pembangunan daerah yaitu terwujudnya masyarakat di Kabupaten Badung yang tentram, berkeadilan dan sejahtera yang berwawasan budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu. 
b. Misi (yang terkait dengan penataan ruang).
(1) Peningkatan sektor pertanian simultan dengan pembangunan sektor pariwisata yang berlandaskan adat dan budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, sektor industri kecil kerajinan dan jasa dengan memperhatikan sektor lain berlandaskan adat dan budaya.
(2) Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan.
(3) Peningkatan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian pembangunan.
(4) Peningkatan konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.      

2. Arah Kebijakan.
a. Kebijakan Regional.
Melalui kebijakan regional, diharapkan terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan pembangunan antar wilayah Badung Utara, Tengah dan Selatan, sesuai dengan potensi dan kondisi di masing-masing wilayah.
Kebijakan pembangunan daerah juga diarahkan agar terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, pembangunan kebudayaan dan lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, hendaknya tetap dapat meningkatkan nilai-nilai kebudayaan daerah dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
b. Kebijakan Ekonomi.
(1) Industri.
(a) Pembangunan industri diarahkan pada kemajuan dan kemandirian perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat, efisiensi dan produktivitas. Terkait dengan penataan ruang, upaya tersebut dicapai melalui:
· meningkatkan ekspor dan mendorong pengembangan wilayah penyebaran industri kecil/kerajinan ke seluruh desa.
· pengembangan agroindustri dan industrialisasi perdesaan serta tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.   
(b) Pembangunan industri kecil dan kerajinan serta aneka industri dilaksanakan secara bertahap dan terpadu, melalui peningkatan keterkaitan antara sektor industri dengan sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, dan transportasi serta teknologi.

(2) Pertanian.
(a) Pertanian Rakyat :
· Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, distribusi dan keanekaragaman hasil pertanian serta peningkatan usaha pertanian secara terpadu melalui sistem usaha produktif dan berbasis pada pertanian yang berwawasan lingkungan.
· Pembangunan agrowisata dan agrobisnis dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan perdesaan dalam rangka mempercepat dan memantapkan industrialisasi di pedesaan melalui penumbuhan sentra-sentra pengembangan agrobisnis komoditas unggulan berskala ekonomi.
· Lahan pertanian yang produktif harus tetap dipertahankan sesuai dengan rencana tata ruang. Penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah diupayakan agar tetap dapat menjamin kelangsungan usaha pertanian. 
(b) Perkebunan :
Pembangunan perkebunan terus ditingkatkan untuk lebih mendorong ekspor dan memenuhi kebutuhan industri/kerajinan dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganekaragaman jenis tanaman serta memanfaatkan lahan-lahan tidur, dilaksanakan secara lebih intensif melalui pengembangan agroindustri dan agrobisnis.
(c) Peternakan :
Pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan penyebaran dan pengembangan ternak/hijauan pakan ternak unggul sesuai potensi wilayah.
(d) Perikanan :
Pembangunan perikanan diarahkan untuk pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan, guna mendukung agrowisata perikanan dan peningkatan usaha penangkapan ikan di jalur 4 mil dari pasang surut terendah.
(e) Kehutanan :
· Pembangunan kehutanan diarahkan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam hutan dan kelangsungan fungsi hutan serta mutu lingkungan hidup dan peningkatan fungsi sosial ekonomi hutan.
· Pengelolaan hutan harus ditingkatkan secara terpadu dengan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara dan iklim.
· Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, konservasi hutan, sungai, danau, rawa, dan hutan bakau, pelestarian gua-gua alam, karang laut, flora dan fauna langka dan  pengembangan fungsi daerah aliran sungai terus ditingkatkan dan makin disempurnakan untuk memulihkan kesuburan tanah, tata air dan kelestarian daya dukung lingkungan guna meningkatkan mutu sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat setempat.
· Pengembangan produksi hasil kayu dan non kayu diselenggarakan melalui upaya peningkatan nilai tambah hutan cagar alam dan hutan rakyat, hutan tanaman industri, hutan cadangan pangan dan peningkatan produktivitas hutan dan pengamanan hutan.  

(3) Sumber Daya Air dan Irigasi.
(a) Pengembangan Sumber Daya Air :
Rehabilitasi lahan kritis ditingkatkan untuk memulihkan dan mempertahankan kesuburan tanah, memelihara sumber daya air serta kelestarian fungsinya dan kemampuan daya dukung lingkungan serta fungsi lingkungan hidup, dengan mengikutsertakan dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat serta mampu menyediakan bahan baku industri/kerajinan.  


(b) Irigasi :
Pembangunan pengairan untuk pertanian ditingkatkan untuk memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan irigasi bagi pertanian, dengan meningkatkan peran serta aktif masyarakat melalui sistem subak yang mandiri.

(4) Transportasi Darat.
(a) Pembangunan tranportasi darat didaerah diarahkan pada pemantapan sistem transportasi yang terpadu, tertib dan lancar, aman, nyaman, cepat dan terjangkau, efektif dan efisien.
(b) Trsansportasi ke, dari dan di pedesaan antar daerah terus dibangun, dikembangkan dan ditangani secara khusus melalui pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana.
(c) Pembangunan transportasi darat terus ditingkatkan melalui peningkatan sistem informasi, keterpaduan perencanaan serta pelaksanaan, pengembangan dan pengoperasian serta pemeliharaan sarana dan prasarana, pemantapan jaringan transportasi darat serta peningkatan manajemen dan pelayanannya.

(a) Pertambangan dan Energi (Pertambangan Rakyat).
· Pembangunan pertambangan, khususnya bahan galian C, diarahkan untuk dapat mendayagunakan sumber daya alam tambang secara optimal, dengan memperhatikan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat setempat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan
· Pembangunan pertambangan diselenggarakan secara terpadu dengan pembangunan berbagai sektor lainnya.
· Usaha pertambangan harus senantiasa memenuhi persyaratan analisis dampak lingkungan. Upaya reklamasi lahan pasca tambang perlu dilaksanakan sedini mungkin agar lahan bekas tambang tetap dapat dimanfaatkan.

(5) Pariwisata Daerah.
(a) Pembangunan kepariwisataan diarahkan kepada peningkatan kualitas produk pariwisata, sektor pariwisata sebagai sektor  andalan dalam arti luas.
(b) Daya tarik daerah, khususnya Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata nusantara dan mancanegara perlu ditingkatkan melalui pengembangan obyek dan daya tarik serta atraksi wisata, kemudahan pencapaian, penumbuhan peran aktif masyarakat, peningkatan kualitas dan pengembangan pariwisata budaya yang berwawasan lingkungan dan dijiwai oleh agama Hindu.

(6) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
(a) Lingkungan Hidup  :
· Pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi dan budaya.
· Nilai budaya dan tradisi  daerah yang mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup perlu terus dipelihara, dibina dan dikembangkan.
· Memulihkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang fungsinya rusak atau terganggu dengan melakukan usaha perbaikan secara terus menerus, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh masyarakat dan dunia usaha.
· Pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan bertumpu pada penataan ruang didukung oleh sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya sesuai  dengan falsafah Tri Hita Karana dan Tri Mandala.
(b) Tata Ruang dan Tata Guna Tanah  :
· Penguasaan dan penggunaan tanah bagi masyarakat sesuai dengan asas manfaat, asas keadilan yang didukung oleh tertib hukum dan tertib administrasi sesuai dengan tata ruang wilayah.
· Penataan ruang dan penguasaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan dan pelantaran tanah.
· Pembangunan di kawasan penyangga agar tetap memperhatikan asas konservasi tanah dan air, terutama dalam rangka pengembangan budidaya tanaman keras, tanaman lahan kering dan tanaman lahan basah.
· Pembangunan di kawasan budidaya seperti di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu antara lain kawasan pariwisata, diselenggarakan secara terencana dan terpadu sesuai dengan RTRW kabupaten.
· Pemanfaatan kawasan budidaya tetap diarahkan agar memperhatikan pola ruang terbuka hijau, batas-batas sempadan, memperhatikan asas konservasi tanah, air, dan udara serta memperhatikan nilai ambang batas pencemaran dan koefisien dasar bangunan mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTR) atau Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
· Dalam rangka pengendalian dan pengawasan ruang perlu diusahakan melalui peningkatan koordinasi dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR/RTBL dan Bhisama Parisada serta ketentuan lainnya.

4.4. Tinjauan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Badung.
Beberapa program dalam Propeda yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, adalah: 
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembangunan.
2. Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan
Program pembangunan daerah :
a. Program pengembangan wilayah terpadu bidang agrowisata;
b. Program pengembangan wilayah terpadu bidang pertanian;
c. Program pengembangan wilayah terpadu bidang industri kecil dan kerajinan;
3. Pangan dan Perbaikan Gizi; program ketahanan pangan masyarakat.
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; mengembangkan sarana dan prasarana yang mencakup peningkatan fasilitas untuk pengembangan teknik produksi teknologi ilmu pengetahuan dasar dan ilmu pengetahuan terapan.
5. Pembangunan Daerah; peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pembangunan. 
6. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
Program pembangunan daerah :
a. Program Pengembangan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)
b. Program pengembangan perdesaan
7. Lingkungan Hidup
Program pembangunan daerah :
a. Program peningkatan dan pelestarian sumber daya alam:
Dalam pelaksanaan dari program ini akan dilakukan penghijauan seluas kurang lebih 700 Ha setiap tahun diwilayah-wilayah kritis sesuai dengan DAS prioritas. Sedangkan di wilayah-wilayah perkotaan dibuat pertamanan seluas 2.00 Ha serta pembangunan Hutan Kota seluas 6.00 Ha.
b. Program pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam: penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan rencana tata guna lahan dan peraturan perundangan-undangan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan lahan dengan tujuan untuk kelestarian lingkungan dan sumber daya alam lainnya.
c. Program peningkatan kebersihan lingkungan: penyediaan prasarana dan sarana seperti pembuatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 25 buah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 5,0 Ha dan peralatan lainnya seperti truk dan gerobak.
d. Program penanggulangan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan: perbaikan dan pengamanan pantai sepanjang 2,0 Km, pemeliharaan sungai sebanyak 4 buah dan penelitian-penelitian dokumen AMDAL.
8. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
Program ini mempunyai tujuan :
a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknik Tata Ruang
b. Penyusunan Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan 
c. Revisi Rencana Tata Ruang (RUTR, RDTR dan RTR)
d. Penataan pertanahan



4.5. Tinjauan Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Badung.
1. Prioritas Daerah.
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung yang terkait dengan penataan ruang wilayah adalah:
a. mempercepat pemulihan ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
b. membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan daerah.
c. meningkatkan pembangunan desa.
d. mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah pembangunan Badung Utara, Tengah dan Selatan.

2. Program Prioritas Daerah.
Program prioritas yang sesuai dengan isu strategis dan masalah strategis adalah sebagai berikut :
a. Bidang Ekonomi
Program prioritas dalam bidang ekonomi yang terkait dengan penataan ruang wilayah meliputi :
(1) program pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi
(2) program penataan objek wisata
(3) program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
(4) program peningkatan jalan dan penggantian jembatan
(5) program pembangunan jalan dan jembatan
(6) program penghijauan  dan konservasi tanah
(7) program pengembangan dan konservasi sumber daya air 
b. Bidang pendidikan
Dalam bidang pendidikan yang merupakan program prioritas meliputi program peningkatan, pemeliharaan dan operasional fasilitas pendidikan, serta program pengembangan prasarana dan sarana IPTEK.
c. Bidang Pembangunan Daerah
Dalam bidang pembangunan daerah yang merupakan program prioritas meliputi:
(1) program pembangunan daerah
(2) program pembangunan perkotaan
(3) program pembangunan desa
(4) program penataan ruang
d. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan program prioritas adalah program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup.
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